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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN OPTIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari
pelayanan optikal yang dapat merugikan atau
menganggu kesehatan, perlu dilakukan penataan
kembali penyelenggaraan optikal di seluruh Indonesia;
bahwa saat ini Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1424 /Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Optikal sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
dinamika hukum dalam masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang

Penyelenggaraan Optikal;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013
tentang Penyelengaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien
dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 589);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan Refraksi Optisi/Optometri
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
860);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN OPTIKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi,
dan/atau pelayanan lensa kontak.

Laboratorium dispensing adalah tempat yang khusus

melakukan—pemotongan dan pemasangan lensa pada
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bingkai kacamata sesuai dengan ukuran yang ditentukan
dalam resep kacamata.

Refraksionis optisien atau optometris adalah setiap
orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi atau
optometri sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien yang
selanjutnya disingkat SIP-RO adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
kepada Refraksionis Optisien sebagai pemberian
kewenangan untuk menjalankan praktik.

Surat Izin Praktik Optometris yang selanjutnya disingkat
SIP-O adalah bukti tertulis yang  diberikan  oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota kepada
Optometris sebagai pemberian kewenangan untuk
menjalankan praktik.

Standar Profesi Refraksionis Optisien atau Optometris
yang selanjutnya disebut Standar Profesi adalah batasan
kemampuan minimal berupa pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku profesional yang harus
dikuasai dan dimiliki oleh Refraksionis optisien atau
optometris untuk dapat melakukan kegiatan
profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang
dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya
refraksionis optisien atau optometris.

Asosiasi Optikal adalah wadah untuk berhimpunnya

pihak-pihak yang menyelenggarakan optikal.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

-4-
BAB II

PENYELENGGARAAN
Pasal 2

Setiap penyelenggaraan optikal wajib memperoleh izin
dari pemerintah daerah kabupaten/kota setempat.

Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan
yang meliputi sarana dan prasarana, peralatan, dan
ketenagaan.

Ketentuan mengenai persyaratan sarana dan prasarana
serta peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dikecualikan dari ketentuan pemenuhan persyaratan
peralatan untuk pelayanan lensa kontak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) bagi optikal yang tidak

memberikan pelayanan lensa kontak.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, penyelenggara optik mengajukan permohonan

kepada pemerintah daerah kabupaten/kota setempat

dengan melampirkan:

a. fotokopy KTP pemohon;

b. fotokopi NPWP/SIUP/TDP perusahaan atau
pemohon;

c. pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau
optometris untuk menjadi penanggung jawab pada
optikal yang akan didirikan;

d. fotokopi STR Refraksionis Optisien atau Optometris;

e. fotokopi SIP atau surat keterangan SIP dalam proses
penerbitan izin dari instansi yang berwenang
menerbitkan SIP;

f.  daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan;
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g. fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium
dispensing bagi optikal yang tidak memiliki
laboratorium;

h. rekomendasi dari asosiasi optikal setempat;

i. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota setempat atau pejabat yang
ditunjuk; dan

j- persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui

selama memenuhi persyaratan.

Pasal 4
Dalam rangka pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, Dinas
kesehatan kabupaten/kota setempat melakukan visitasi
untuk menilai pemenuhan persyaratan sarana, prasarana,

peralatan, dan ketenagaan.

Pasal 5

(1) Setiap  optikal harus mempunyai laboratorium
dispensing.

(2) Laboratorium dispensing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berada di optikal atau bekerja sama
dengan laboratorium dispensing yang berada di optikal
lain.

(3) Laboratorium dispensing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit
memiliki:

a. 1 (satu) buah tang pemotong lensa;

b. lembaran patron (pattern sheet) pembuat mal bingkai
secukupnya;

c. 1 (satu) unit alat sentrasi penggenggam lensa (lens
blocker);

d. (satu) buah mesin faset lensa;



